IS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK

NOMOR 35 iAHUN 2009
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2010

BUPAT! { EBAK,

Menimbang  : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah Tahun Anggaran 2010,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagai landasan operasional pelaksana
APBD Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajgk Bumi dan
Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan (Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048) ;

3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perglehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan lLembaran Negara Republk Indonesia Nomor
3688),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukar Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4286);

7. Undang-Undanyg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);
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10.

12.

13.

4.

15.

18.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |
(Lembaran Negafa Republik Indonesia Tammn 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dicbah dengan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tzhun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Leimbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturar; Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan {.embaran Negara Republik indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana felah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
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19.

20.

21.

22

23

24,

25,

26.

Peratwan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelotaan
Keuangan Badan Layanan Umum (_embaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintali Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemeriniah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 457 4);

Peraturan Petnerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(~embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomor
4576); -

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibzh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tzhun 2005 Nomor 139, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah WNomor 65 Tahun 2005 ‘ertarg Pedoman
Penyusunan den Penerapan Standar Pelayanan Minimal { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Womor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerjz instansi Pemerintah {Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 ientang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daetah
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTAMG PENJABARAN ANGGARAN

! PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2010. '

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan

I & Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.769.837.320 -
C b. Dana Perimbanyzn Ro. 789.207.931825-
| ¢ Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp._ 27.504.343210] -{+
; Jumlah Pendapatan.....om e Rp. 886.482.112.355,
E 2 Belanja
; a Belanja Tidak Langsung
, 1) Belanja Pergawai Rp. 522571975000,
2) Belanja Bunga Rp.  3.360.000.000,-
; 3) Belanja Subsidi Rp. 0-
| 4) Belanja Hibah Rp.  73.855.682.000 -
| 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.424.510.000 -
: 6) Belanja Bag Hasil Rp.  13.500.000.000.-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  1.040.000000,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. £92.394.662.- (+}

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 626.444.571.662;

b. Belanja Langsung

r 1) Belanja Pegawai Rp. 25.680.469.550.-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 98.383.496.518,-
3) Belanja Modal Ro. 140.916.270.315-{4)
Jumtah Belanja .angsung ...... Rp. 264.930.236.383,-
Jumnlah Belanja .....ooooeen e Rp. 891.424.808.045.- (-)
Surptus/(Defisit)...............cccommevervcvcvrierrccve e, R, (4.942.695.890,-)
3. Pembiayaan Daerah

a Penerimaan Rp.  16.592.695.690:-

b. Pengeluaran Rp.__ 11.650.000.000-(-)
Pembiayaan NeSto .......ccecvmeniinviresnsseesensenreseenns Ro. 4942695690 - (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan ... Rp. .



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 1 fercantum dalam
Lampiran 1 Penjabaran Peraturan Bupati in. '

Pasal 3 -

Peniabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Urinci lebih lanjut dalam Lampiran 'l
Paraturan Bupati ini.

Pasai 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 den Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini. '

Fasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih fanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Xena Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan.

Pasal b
Peraturan Bupat inf dimu' ai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan d Rangkasbitung
Pada tangyal 28" Desember 2009




